























II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 4  TAHUN 2009
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka
peranan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah menempati
posisi yang strategis dalam upaya penegakan produk-produk hukum daerah.

Pengaturan tentang PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi untuk
memberikan landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib
hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan terutama penegakan hukum
atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati dipandang perlu mengatur kembali pedoman penunjukan dan pembinaan PPNS
Daerah dengan Peraturan Daerah.

Keberadaan PPNS Daerah pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan

ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan

pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2  secara administratif PPNS Daerah berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya, secara teknis
operasional berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan
Penyidik Palisi Republik Indonesia.

Pasal 3 PPNS dalam melakukan penyidikan harus memberitahukan kepada
POLRI.

Pasal 4  cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) Pemberian uang insentif dimaksud disesuaikan dengan
keuangan Daerah.

ayat (2)
Pasal 6  cukup jelas

Pasal 7  Pendidikan Khusus dimaksud adalah pendidikan khusus di bidang
Penyidik atau khusus di bidang teknis operasional.

Pasal 8 cukup jelas






